
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negar Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSIKALIMANTANSELATAN

TENTANG

BIAYAOPERASIONALDANBIAYAPENDUKUNGPENYELENGG?J<AAN
PENGADAANTANAHBAGIPEMBANGUNANUNTUKKEPENTING¥ UMUM

YANGBERSUMBERDARIANGGARANPENDAPATANDANBELANJ DAERAH
UNTUKPENGADAANTANAHEMBUNGBAKARKECAMATANBAJUIN

BUPATITANAHLAUT,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Tanah
Embung Bakar Kecamatan Bajuin diperlukan Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penye enggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya batas minimal Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penye enggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, maka perlu adanya pengaturan untuk biaya
transportasi dan uang harian kegiatan pertem an dalam
tahapan Pengadaan Tanah Embung Bakar Kecamatan
Bajuin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sepagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Biaya Operasional (ian Biaya
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan T~ah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah untuk Pengadaan Tanah Embubg Bakar
Kecamatan Bajuin; I

c.

PERATURANBUPATITANAHLAUT
NOMOR 137TAHUN2020
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2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau
Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor2106); I

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 196 tentang
Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang
ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor2324);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat IITabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tipgkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor9) sebagai Undang-Undang (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1820);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2p12 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5280);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4725);

I
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor6398);
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor
5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang
Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang
Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi
Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan
Benda-benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ten tang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor366);

17.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);

18.Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor084 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2014 Nomor84);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor25);

ME MUTU S KAN:

Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANGBIAYAOPERASIONALDAN
BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAANPENGADAAN
TANAHBAGIPEMBANGUNANUNTUKKEPENTINGANUMUM
YANGBERSUMBERDARI ANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJADAERAHUNTUKPENGADAANTANAHEMBUNG
BAKARKECAMATANBAJUIN.

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
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3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pemerintah, yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

7. Pelaksana Pengadaan Tanah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala
Kantor Pertanahan untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan
dan penyerahan hasil pengadaan tanah.

8. Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk oleh Kepala Kantor
Pertanahan untuk membantu pelaksanaan pengadaan tanah.

9. Sekretariat adalah Tim yang dibentuk oleh Ketua Tim untuk membantu
proses pengadaan tanah.

10. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung adalah alokasi dana yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD untuk
mendukung tugas pelaksana pengadaan tanah dan Iatau Satuan Tugas
dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum.

11. Biaya Transportasi dan Uang Harlan adalah biaya yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD untuk mendukung
pertemuan yang dilakukan selama pelaksanaan pengadaan tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum.

12. Pertemuan adalah kegiatan mengumpulkan orang meliputi rapat
persiapan, rapat penetapan, rapat koordinasi, sosialisasi , dan
sidang/rnusyawarah yang dilakukan selama pelaksanaan pengadaan
tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

BAB II
SUMBERPENDANAAN

Pasa12

(1) Pendanaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Pengadaan Tanah
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh
Pemerintah Daerah bersumber dari APBD dan Perubahan APBD
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.

(2) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk untuk biaya transportasi dan uang harlan peserta
pertemuan yang dilakukan dalam proses pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
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BABIII
PENGELOLAANBIAYAOPERASIONALDANBIAYAPENDUKUNG
PENGADAANTANAHBAGIPELAKSANAANPEMBANGUNAN

UNTUKKEPENTINGANUMUM

Pasa13

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.

Pasa14

(1) Biaya Transportasi dan Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) diberikan kepada peserta pertemuan yang meliputi pelaksana
pengadaan tanah, sekretariat, satuan tugas, serta undangan lain yang
berhadir, dan diberikan kepada peserta pertemuan yang bukan
merupakan ASNpada Pemerintah Daerah.

(2) Besaran Biaya Transportasi dan Uang Harian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal5

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
BagiPembangunan Untuk KepentinganUmum yang Bersumber daniAnggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pengadaan Tanah Embung Bakar
Kecamatan Bajuin dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Nomor
DPPA1.03.01.01.16.06.5.2.

Pasal6

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



7

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pen undangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah fKabupaten
Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihruj
pada tanggal 12. ~~ ~

Diu dangkan di Pelaihari
pads;tanggal IZ O~ 'to

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR (~r
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LAMPlRAN PERATURANBUPATI TANAH LAUT
NOMOR : /~rTAHUN 2020
TANGGAL : 12.. ~ Zoz,o

BESARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PENYELENGGARAANPENGADAANTANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK

KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH UNTUK PENGADAANTANAH

EMBUNG BAKAR KECAMATAN BAJUIN

NO. URAIAN BESARAN SATJAN(Rp)

1. Biaya Transportasi 150.000,00 Orang/Hart

2. Uang Harian 150.000,00 Orang/Hart

TL-KUM R5398


